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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah 

penerapan sistem pengendalian  internal dalam  pemberian  kredit sudah efektif atau 

belum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik dokumentasi dan 

wawancara serta observasi. Teknik analisis yang digunakan  penulis adalah 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan 

fenomena yang terjadi pada kondisi nyata pada saat penelitian dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. Pegadaian 

(Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang masih belum optimal, terlihat dari 

lemahnya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas, sistem otoritas dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, karyawan yang 

berkompeten dan bertanggung jawab . 

Kata kunci : Pengendalian internal, Pemberian Kredit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine and analyze whether the application of 

internal control in lending has been effective or not. The types of data used in this 

study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in the 

form of documentation and interviews and observation techniques. The analysis 

technique used by the author is descriptive, namely research that aims to describe 

and explain phenomena that occur in real conditions at the time the research was 

conducted. Based on the results of research conducted, the authors conclude that 

the application of internal control in providing credit at PT. Pegadaian (Persero) 

Perawang Branch Service Unit is still not optimal, as can be seen from the weak 

organizational structure that clearly separates functional responsibilities, authority 

systems and recording procedures, healthy practices, competent and responsible 

employees. 

Keywords: Internal control, Credit Provision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia bisnis khususnya sektor usaha kecil dan menengah menjadi salah satu 

potensi yang harus dikembangkan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan 

nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan hidup masyarakat. 

Tidak hanya aktivitas-aktivitas bisnis yang semakin maju, namun tingkat kebutuhan 

hidup masyarakatnya pun ikut semakin naik. Kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat dan beragam membuat pinjaman dana sangat dibutuhkan. Tetapi 

masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut apabila 

mereka membutuhkan dana untuk hal-hal yang mendesak. 

Menurut (SIREGAR, 2017)Upaya Pemerintah dalam mengembangkan 

UMKM ditunjukkan melalui beberapa tindakan, antara lain menciptakan lingkungan 

yang ramah usaha, memberikan dukungan permodalan, melindungi usaha, 

mengembangkan kemitraan, pelatihan, penguatan asosiasi, pengembangan promosi, 

pengembangan kerjasama, pengembangan fasilitas dan infrastruktur. Upaya 

pemberian dukungan permodalan kepada UMKM bertujuan agar organisasi bisnis 

dapat memperoleh pinjaman khusus tanpa memberatkan. Salah satu tindakan atau 

cara pemerintah adalah mengembangkan lembaga keuangan pegadaian yang dikelola 

oleh PT. Pegadaian (Persero). 
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Pengendalian internal dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting, 

karena pengendalian internal merupakan proses dari pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan dan 

tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan kegiatan perusahaan. 

Pengendalian internal merupakan salah satu alat yang berguna untuk 

melindungi sumber daya dan aset perusahaan, memeriksa keakuratan dan ketelitian 

data akuntansi, meningkatkan operasional perusahaan dan mencegah penyimpangan 

dari pedoman manajemen yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal merupakan 

sistem yang sangat berkaitan dan melekat pada sistem informasi akuntansi yang 

sangat diperlukan dalam proses pemberian kredit (Salim & Poputra, 2015) Dengan 

adanya pengendalian internal yang baik, pihak manajemen diharapkan mampu 

merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan dengan baik. Sehingga akan 

membuat segala aktivitas dapat dikontrol dan tercapainya efektivitas. 

Adapun syarat-syarat pengendalian internal yang baik adalah adanya struktur 

organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggungjawaban secara tepat 

yang mana bertujuan untuk terciptanya pengecekan secara silang, agar setiap 

pekerjaan yang melibatkan anggota menjalakan tugasnya dengan baik dan sesuai 

dengan fungsinya masing-masing, sistem otoitas dan prosedur pencatatan yang 

memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan yang memberikan 

pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya, dan praktek yang 

sehat yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan pembagian tanggung 

jawab secara fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan dapat berjalan 
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sesuai dengan yang diharapkan dan perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut agar 

tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Serta memiliki karyawan yang berkompeten 

dan bertanggung jawab yang mana hal ini sangat membantu kinerja perusahaan 

secara efektif dan efisien, bahkan dengan sedikit elemen pengendalian internal yang 

mendukung.  Pengendalian internal diperlukan agar suatu perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Menurut (Hutauruk, 2019) Prosedur dalam sistem pengendalian internal yang 

baik terdiri dari, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan 

atau transaksi, pembagian tugas yang memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan 

dari fungsi akuntansi (pencatatan), pembuatan dan penggunaan dokumen atau catatan 

yang memadai, keamanan yang memadai terhadap asset dan catatan, dan pengecekan 

independen secara berkala terhadap kinerja. Pengendalian internal yang baik akan 

berpengaruh terhadap sistem pemberian kredit yang baik pula. 

Pemberian kredit membutuhkan suatu prosedur atau sistem yang dijadikan 

pedoman bagi nasabah dalam pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran. 

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh 

berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan 

masing-masing instansi atau perusahaan. Prosedur-prosedur dalam pemberian kredit 

yakni Pengajuan berkas – berkas, pemeriksaan berkas-berkas,cek BI Ceking, survey 

ke lokasi untuk melakukan wawancara, penilaian serta analisis, penandatanganan 

akad kredit / perjanjian lainnya, realisasi kredit dan yang terakhir proses pencairan 
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dana jika telah disetujui (Kasmir, 2014). 

Pemberian kredit merupakan sumber keuntungan atau pendapatan yang besar 

bagi perusahaan. Pendapatan terbesar dari lembaga pemberian kredit adalah bunga 

pinjaman. Pemberian kredit juga mengandung risiko gagal bayar dan kemacetan 

pembayaran, yang mana hal ini terjadi karena nasabah lalai dalam membayar 

angsuran kreditnya kepada pihak perusahaan, sehingga pegadaian menggunakan 

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada calon kreditur, dan pegadaian 

harus berusaha meminimalkan risiko dalam pemberian kredit.  

Pengendalian internal sangat diperlukan agar perusahaan dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebagai unit bisnis yang kuat dan mandiri. Pegadaian 

harus mampu meningkatkan efektivitas pemberian kredit dan berusaha sebaik 

mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit agar dapat berperan sebagai badan 

usaha yang tangguh dan mandiri. Maka diperlukan adanya sistem pengendalian 

internal yang baik. 

PT. Pegadaian (Persero) adalah organisasi bisnis keuangan non-perbankan yang 

bergerak di bidang pembiayaan gadai dan keuangan mikro, investasi emas dan 

berbagai layanan. Pegadaian selalu memberikan pelayanan terbaik untuk 

menciptakan kepuasan bagi nasabah. Salah satu produk yang di pasarkan oleh PT. 

Pegadaian ialah kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) yakni produk kredit mikro 

yang diberikan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya semua 

karyawan diseluruh perusahaan yang memiliki surat pengangkatan pegawai seperti 

PNS, guru, tenaga medis dan lain sebagainya dengan syarat jaminan bukti 
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kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan bukti pemilih hak tempat berjualan 

(BPHTB).  

Kreasi adalah proses pemberian kredit dalam rangka mendorong laju 

perkembangan usaha sektor UMKM serta sejalan dengan program peningkatan kredit 

yang produktif, maka PT Pegadaian memberikan dukungannya melalui pemberian 

kredit kepada pelaku usaha UMKM. 

Berdasarkan data pemberian kredit yang peneliti peroleh dari PT. Pegadaian 

(Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang dapat dilihat bahwa terjadi perbandingan 

total jumlah pemberian kredit dan total kredit bermasalah selama dua tahun terakhir 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang 

Jumlah Pemberian Kredit dan Kredit Macet 

Produk Kreasi Multi Guna 

 
Tahun Total pemberian Kredit Jumlah kredit macet NPL (%) 

2020 Rp. 1.073.265.374 Rp. 38.235.208 3,56 

2021 Rp. 1.030236.061 Rp. 44.486.553 4,21 

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang 

 

NPL (Non Performing Loan) ialah indikator kesehatan aset bank. NPL ( Non 

Performing Loan) merupakan persentasi dari perbandingan antara jumlah kredit 

macet dengan total pemberian kredit. Indikator-indikator tersebut dapat berupa rasio- 

rasio usaha yang dapat memberikan informasi mengenai sifat permodalan, 

profitabilitas, risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas. 
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NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL yang telah 

disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri merupakan penilaian terhadap kondisi  

aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Artinya kredit macet merupakan 

pertanda adanya masalah di dalam bank dan akan berdampak buruk bagi bank itu 

sendiri jika tidak segera diatasi. 

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terjadi kenaikan persentase kredit 

bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero). Hal ini terjadi karena nasabah yang secara 

sengaja tidak melunasi kreditnya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kredit 

macet pada tahun berikutnya mengalami peningkatan diikuti dengan nilai NPL yang 

juga meningkat pada tahun berikutnya. Nilai NPL tahun 2020 sebesar 3,56% dan 

pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,21%. Untuk itu sistem 

pengendalian internal yang baik sangat diperlukan dalam mengurangi risiko 

kegagalan kredit atau kredit macet. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit 

Angsuran Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang 

Perawang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini ialah : 

Apakah Sistem  pengendalian  internal yang diterapkan di PT. Pegadaian (Persero) 

Unit Pelayanan Cabang Perawang sudah diterapkan secara efektif ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal 

pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan 

ilmu ekonomi, khususnya di bidang Akuntansi. Manfaat dari penelitian ini ialah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang baik 

mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit angsuran fidusia (Kreasi) 

pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang. 

2. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan 

pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal 

pemberian kredit angsuran fidusia (kreasi) yang baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para akademis 
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lainnya dalam penelian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahan penelitian ini, penulis membahas dalam 

5 bab yang setiap bab membahas masalah – masalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan informasi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan tentang uraian teori dan konsep dasar 

mengenai pengendalian internal yang menjadi acuan untuk mendukung 

penelitian dan review penelitian terdahulu serta menyajikan kerangka 

pemikiran uraian teoritis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang teknik atau metode yang dipilih dalam 

memperoleh informasi atas permasalahan yang diajukan, jenis penelitian, 

operasionalisasi variable penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data penelitian, serta teknik analisis data penelitian. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan sistem pengendalian internal 
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pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang 

Perawang sudah berjalan sebagaimana mestinya atau mengalami kendala 

kredit bermasalah. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisikan 

kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran- saran yang 

dianggap perlu. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Internal 

 Sistem pengendalian internal pada hakikatnya adalah tindakan yang harus dilakukan 

dalam suatu perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya. Perusahaan yang 

beroperasi harus memantau aktivitas dan hasilnya. Manajemen juga harus memiliki 

pandangan dan sikap profesional untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang ingin 

dicapai. 

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan 

tindakan yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memverifikasi 

keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan 

mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 

Pengendalian internal tidak dapat dipisahkan dari proses peminjaman bisnis 

dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua peluang kesalahan atau 

penyimpangan, tetapi menghindari pemborosan waktu, tenaga ataupun dan serta 

tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur tetapi 

pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar (Fibriyanti & Wijaya, 

2018). 

 Menurut (Tamodia, 2013) Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif 
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mungkin di dalam perusahaan untuk mencegah dan menghindari kesalahan, 

kecurangan dan penyelewengan,proses yang dilakukan untuk memastikan secara 

wajar bahwa tujuan pengendalian telah tercapai.Sistem pengendalian internal 

pemberian kredit sebagai salah satu fungsi manajemen untuk melindungi dan 

menjamin pengelolaan aset bank dalam bentuk pemberian kredit yang lebih baik dan 

efektif, menghindari penyimpangan dengan mendorong ditaatinya kebijakan 

perkreditan yang telah ditetapkan dan mengupayakan penyusunan biro kredit yang 

tepat. 

Karena salah satu tujuan dari sistem pengendalian kredit internal adalah 

untuk memastikan akurasi dan mencapai portofolio kredit yang sehat dan untuk 

menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh berbagai pihak dapat 

merugikan bisnis dan mencegah pemberian pinjaman yang tidak adil. 

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

 Menurut Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commisions/ 

COSO 2013 dalam (Lathifah, 2021) sistem pengendalian internal memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 

A. Kegiatan operasional yang efisien dan efektif 

B. Sebagai penyampai laporan keuangan perusahaan yang andal 

C. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku oleh perusahaan. 

(Mulyadi, 2014) Tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk: 

a) Periksa keakuratan dan keandalan data akuntansi 
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b) Meningkatkan efisiensi 

c) Mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen 

Dilihat dari tujuan di atas, sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) 

Disebut juga bahwa sistem pengendalian internal meliputi factor organisasi 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan 

organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

b. pengendalian internal administratif (internal adminstratif control) 

bertanggung jawab untuk mengkontrol administrasi perusahaan dalam 

menjaga kekayaan perusahaan. 

Tujuan Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

Tujuan  utama  dari pengendalian internal pemberian kredit pada suatu perusahaan 

dapat dibagi menjadi empat tujuan utama, yaitu : 

1) Menjaga kekayaan organisasi 

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3) Mendorong efisiensi 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Tujuan pengendalian dapat diturunkan dari uraian di atas. 

Secara internal, yaitu untuk melindungi integritas informasi akuntansi, 

Penipuan, pemborosan, dan bahkan pencurian oleh pihak tertentu di dalam atau di 
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luar negeri. Selain itu, pengendalian internal harus dapat digalakkan. Sehingga 

nantinya dengan adanya pengendalian intern akan mempercepat proses audit 

perusahaan. 

2.1.1.3 Fungsi Sistem Pengendalian Internal 

 

(Romney & Steinbart, 2016) Terdapat dua fungsi penting dalam sistem pengendalian 

internal, yaitu : 

1. pengendalian untuk pencegahan ( Preventive Control) 

2. pengendalian untuk pemeriksaan (Detective Control). 

2.1.1.4 Unsur – unsur Sistem Pengendalian Internal 

 

Terdapat unsur – unsur penting dalam sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2014) 

yaitu : 

1. Struktur organisasi dengan jelas memisahkan tanggung jawab 

fungsional.Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang dirancang untuk 

alokasi tanggung jawab masing-masing unit organisasi sesuai dengan 

fungsinya dalam menjalankan kegiatan bisnis. 

2. Sistem otoritas wewenang dan prosedur pendaftaran. Dalam sebuah 

organisasi, setiap Transaksi yang terjadi harus disetujui terlebih dahulu oleh 

pejabat atau orang yang berwenang untuk transaksi tersebut. Sistem 

wewenang  dan  prosedur  yang  memberikan   perlindungan   yang cukup 

terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya. Setiap transaksi hanya 
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terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk 

memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi adalah 

formulir, oleh karenanya penggunaan formulir dicatat dalam catatan 

akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (reability) yang tinggi, 

dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga  akan menjadi masukan yang 

dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang 

baik akan menghasilkan  informasi yang diteliti dan dapat dipercaya 

mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.  

      3.   Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan praktik yang sehat. 

Pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang serta prosedur 

terdokumentasi yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan dengan baik 

jika tidak ada cara untuk memastikan praktik yang wajar untuk 

pelaksanaannya. Cara yang sering dilakukan perusahaan untuk menciptakan 

praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur  tangan dan orang atau 

unit organisasi lain 

d. Perputaran jabatan (job rotation) 
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e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

f. Secara periodik diadakan pengecekan fisik kekayaan dengan catatannya. 

g. Unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur- unsur 

pengendalian internal yang lain. 

       4. Karyawan memiliki kualitas yang tepat untuk tanggung jawabnya. 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang ditetapkan 

untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung pada 

karyawan yang menerapkannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur, faktor pengendalian lainnya dapat diminimalkan dan 

perusahaan tetap dapat membuat akun keuangan yang andal. Mendapatkan 

karyawan yang kompeten dan dapat diandalkan. 

2.1.1.5 Komponen Pengendalian Internal COSO 

 Sebuah organisasi nirlaba independen yang didedikasikan untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan kontrol internal yang 

efektif yang disebut Comittee of sponsoring organizations (COSO), didirikan pada 

tahun 1985. Atas rekomendasi Komisi Tredway (Komisi Nasional Pelaporan 

Keuangan Penipuan), COSO (Komite Organisasi Sponsor) menerbitkan laporan pada 

tahun 1990 yang mencakup kerangka pengendalian internal yang komprehensif. 

Konsep yang diperkenalkan oleh COSO kemudian menjadi evolusi dari pemahaman 

auditor tentang pengendalian internal kredit (Abdul, 2015). 

komponen dalam model sistem pengendalian internal COSO (Comittee of sponsoring 
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organizations) ada 5, yaitu : 

1) Lingkungan Pengendalian 

 

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup semua sikap manajemen 

dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Lingkungan pengendalian 

yang lemah dapat menyebabkan kelemahan pada bagian pengendalian 

internal lainnya. 

2) Penilaian Risiko 

 

Penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis risiko yang terkait dengan 

pencapaian tujuannya, yang menjadi dasar untuk menentukan bagaimana 

risiko akan dikelola. 

3) Aktivitas Pengendalian 

 

Kegiatan pengendalian yang berkaitan dengan pemberian kredit meliputi: 

 

a. Pemberian kredit hanya diberikan wewenang oleh pejabat yang 

berwenang; 

 

b. Bukti kredit masuk dibuat dalam banyak salinan dan didistribusikan ke 

departemen yang berbeda untuk tujuan pengendalian internal 

c. Saldo kredit yang tersedia dapat diamankan terhadap kemungkinan 

penipuan 

 

d. Pencatatan dalam jurnal kredit berdasarkan bukti kredit masuk yang  

disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan 

dokumentasi yang lengkap 

4) Informasi dan Komulatif 
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Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan kepada 

karyawan yang sesuai sehingga setiap orang di perusahaan dapat 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Komunikasi yang 

mencakup pemahaman luas karyawan tentang bagaimana operasi mereka 

dalam sistem informasi pelaporan keuangan berhubungan dengan pekerjaan 

orang lain. 

5) Pemantauan 

 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal 

dari waktu ke waktu. Pemantauan mencakup penentuan tepat waktu desain 

dan operasi tindakan pengendalian dan tindakan korektif yang diambil. 

Proses ini dicapai melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan, penilaian 

terpisah, atau kombinasi keduanya. 

2.1.1.6 Proses Aktivitas Pengendalian Internal Kredit 

 Proses pengelolaan arus kegiatan perkreditan terus dilakukan oleh 

manajemen bank untuk menghasilkan kredit yang stabil. Proses pengendalian kredit 

meliputi: 

1. Pengendalian saat perencanaan 

Pada waktu nasabah mengajukan permohonan kredit, segenap data dan 

keterangan yang diterima berdasarkan calon debitur dibandingkan satu 

menggunakan yang lainnya. Pihak bank meneliti dan membandingkan 

seluruh aspek berdasarkan data ini, baik kebenaran, keabsahan dan 
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kewajaran. Jika terdapat keraguan, maka pihak bank dapat memutuskan 

bahwa kredit tidak dapat dilanjutkan. 

2. Pengendalian pada saat pelaksanaan 

Dalam proses pelaksaan kredit Keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite 

kredit tertuang dalam memo usulan kredit. 

3. Pengendalian pada saat pengendalian 

Perlunya pengendalian dalam kredit agar tercapainya sasaran yang tepat dan 

baik bagi pihak bank ataupun nasabah. Serta dapat mengatasi permasalahan 

yang ada agar tidak semakian luas. Dengan pengendalian semua proses 

pengajuan kredit berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang 

ada. 

2.1.1.7 Menurut (Hutauruk, 2019) Prosedur atau syarat sistem pengendalian 

yang baik terdiri dari : 

1. penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan. 

2. pembagian tugas yang memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan 

dari fungsi akuntansi (pencatatan) 

3. pembuatan dan penggunaan dokumen atau catatan yang memadai 

4. keamanan yang memadai terhadap asset dan catatan 

5. pengecekan independen secara berkala terhadap kinerja. 

2.1.2 Kredit 
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2.1.2.1 Pengertian Kredit 

 Dalam bahasa latin kredit disebut dengan “credere” yang artinya amanah, artinya 

pemberi kredit mempercayai penerima kredit bahwa kredit yang telah disalurkannya akan 

dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Adapun pihak tanpa jaminan adalah wali amanat, 

sehingga pihak tanpa jaminan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu dan 

dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. 

Dalam menjalankan suatu usaha tentunya diharapkan adanya perkembangan 

usaha yang terus mengalami peningkatan di setiap periode. Sehubungan dengan 

dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 yang menyatakan agar 

keseluruhan bank umum memperbesar penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, 

kecil, dan menengah. Kredit yang diberikan bank dalam menumbuhkembangkan 

usaha masyarakat, akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian seperti 

produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga dapat mereduksi pengangguran dan 

memperkecil permasalahan ekonomi Indonesia yaitu kemiskinan. Dapat dikatakan 

bahwa penyaluran kredit perbankan turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Pengertian kredit menurut undang – undang perbankan No. 10 tahun 1998 

yang dikutip oleh (Kasmir, 2014) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dapat disimpulkan bahwa, Kredit pada umumnya suatu keyakinan akan 
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kemampuan seorang debitur (penerima pinjaman) untuk membayar suatu jumlah 

tertentu di masa yang akan datang dan segera melunasi utangnya, dan debitur ada 

pada saat kreditur menagih utangnya pada saat jatuh tempo. 

2.1.2.2 Unsur – Unsur Kredit 

 

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah 

sebagai berikut : 

1. Debitur 

Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau menerima kredit dari 

pihak lain. 

2. Kreditur 

3. Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak 

lain yang menerima kredit. Para pihak dapat berupa orang perseorangan 

atau badan hukum. Lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada 

peminjam adalah kreditur. 

4. Kepercayaan 

Kreditur adalah keyakinan seorang peminjam (debitur) bahwa debitur 

berkewajiban untuk membayar kembali pinjamannya dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati. Lembaga keuangan meminjamkan kepada 

pihak lain. Ini setara dengan lembaga keuangan yang memberikan 

kepercayaan kepada peminjam bahwa peminjam dapat memenuhi 

kewajibannya. 
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5. Kesepakatan 

Kontrak atau kesepakatan adalah pengaturan atau kesepakatan kontraktual 

antara lembaga keuangan (kreditur) dan peminjam (debitur). 

6. Jangka waktu 

Jangka waktu adalah jangka waktu penggunaan kredit yang telah disepakati. 

7. Risiko 

Risiko adalah kemungkinan gagal bayar atau telah melakukan pembayaran 

sehingga terjadinya kredit macet. 

8. Balas jasa 

Balas jasa merupakan imbalan atas dana yang telah diberikan kreditur kepada 

debitur yang biasanya kita kenal dengan sebutan bunga. 

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

 

Ada beberapa tujuan dalam pemberian kredit yakni : 

1. Memperoleh keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk menghasilkan keuntungan dalam 

bentuk biaya yang dibebankan lembaga keuangan kepada klien mereka dan 

bunga yang mereka terima sebagai biaya pinjaman. Manfaat ini penting untuk 

kelangsungan hidup lembaga keuangan. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah membantu klien bisnis yang membutuhkan baik 

investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, debitur dapat 



22  

 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah untuk mendukung pemerintah di berbagai bidang. Bagi 

pemerintah, semakin banyak pinjaman yang dibayarkan oleh lembaga 

keuangan, semakin baik, mengingat semakin banyak pinjaman. Banyak kredit 

berarti membayar dana sebagai bagian dari peningkatan pembangunan di 

berbagai sektor, terutama di sektor riil. 

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis 

besar, fungsi didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan yang 

dikemukakan Menurut (Kasmir, 2014) selain memiliki tujuan, dalam proses 

pemberian kredit juga terdapat beberapa fungsi yang luas yaitu : 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

b. Untuk meningkatkan daya guna barang 

c. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

e. Untuk peningkatan pemerataan pendapatan 

2.1.2.4 Pinsip – Prinsip Pemberian Kredit 

 

Proses pemberian kredit memiliki beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dengan 

prinsip 5C yaitu : 

1. Karakter (character) 

Karakter adalah adalah kepribadian atau sifat seorang pelanggan yang telah 
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diberikan kredit yang benar-benar kredibel. Prinsip ini dapat dipahami dengan 

melihat latar belakang prospek. Baik latar belakang profesi, situasi keluarga, 

maupun gaya hidup pemangku kepentingan. Ini nantinya akan digunakan 

untuk mengukur kesediaan membayar pinjaman bank. 

2. Kemampuan (capacity) 

Kemampuan adalah analisis untuk mengukur atau mngetahui kemampuan 

debitur dalam memberikan kredit dengan cara dilihat dari kemampuannya 

dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. 

3. Modal (capital) 

Di lihat dari segi laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang 

digunakan dan dipertimbangkan untuk mengkonfirmasi keabsahan modal 

yang digunakan diukur dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan 

indikator lainnya. 

4. Jaminan (collateral) 

Jaminan merupakan jaminan yang diberikan kepada debitur dalam 

pemberian kredit yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan juga dilihat dan 

di cek keabsahannya agar tidak terjadi penipuan atau kecurangan. 

5. Kondisi ekonomi (condition of economy) 

Dalam penilaian proses pemberian kredit hendaknya melalukan penilaian dari 

segi kondisi ekonomi. Menilai prospek bisnis dari industri yang dijalankan 

klien. Dalam menilai prospek sektor korporasi yang dibiayai bank, harus ada 
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prospek yang baik untuk meminimalkan terjadinya kredit macet. 

Penilaian kredit, tidak hanya menggunakan analisis 5C, akan tetapi juga bisa 

dilakukan dengan menggunakan analisis 7P. Penilaian kredit dengan 

menggunakan analisis 7P (Kasmir, 2014) sebagai berikut: 

1) Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

laku seharihari maupun kepribadian masa lalu. 

2) Party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongangolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta 

karakternya. 

3) Tujuan, mengetahui tujuan kredit nasabah, termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasabah. 

4) Prospek, mengevaluasi kegiatan pelanggan di masa yang akan 

datang dengan prospek atau sebaliknya. 

5) Payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil. 

6) Profitability, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. 

7) Protection, mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan 

jaminan perlindungan, seperti jaminan barang atau jaminan asuransi. 

Dalam penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan unsur penilaian 3R 

sebagai berikut 
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a. Return 

 

Return adalah salah satu prioritas dalam memaksimalkan penilaian yang 

akan dicapai oleh suatu perusahaan. 

b. Pengembalian (Repayment) 

 

pengembalian atau pembayaran kembali dengan mempertimbangkan 

kemampuan, waktu dan jangka waktu pembayaran kredit calon debitur, 

namun usaha tetap berjalan. 

c. Kemampuan menanggung risiko (risk bearing ability) 

 

Melihat atau mempertimbangkan seberapa besar kemampuan calon 

debitur dalam menghadapi risiko. Apakah akan berisiko besar atau 

berisiko kecil. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit kepada calon debitur 

memiliki kriteria tertentu agar tidak terjadi kecurangan ataupun kredit bermasalah 

selama proses transaksi yang sedang berjalan. 

2.1.2.5 Jaminan Kredit 

 

Menurut (Kasmir, 2014) ada beberapa jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit 

oleh calon debitur adalah sebagai berikut : 

1. Jaminan benda berwujud 

2. Jaminan benda tidak berwujud 

Ada beberapa penggolongan kredit menurut (Etty Mulyati,2016), menurut ketentuan 

Bank Indonesia SK BI No.31/147/KEP/DIR  dan  SEBI No.31/10/UPPB Tanggal 20 
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November 1998 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kredit bank dibagi 

menjadi 5 lima kategori, yaitu: 

a. Kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan. 

b. Kredit dalam perhatian khusus 

c. Kriteria tidak lancar 

d. Kredit diragukan 

e. Kredit macet 

2.1.2.6 Penyelesaian Kredit Bermasalah 

 

Dalam mengatasi kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilakukan hahal sebagai 

berikut : 

1. Penjadwalan ulang (Rescheduling) 

2. Rekondisi (Reconditioming) 

3. Restrukturisasi (Restructuring) 

4. Kombinasi 

5. Penyitaan jaminan 

2.1.3 Prosedur Pemberian Kredit 

 
Prosedur atau tata cara pemberian kredit yang sesuai dengan syarat atau 

petunjuk tindakan harus diikuti sejak nasabah mengajukan permohonan sampai 

dengan pinjaman dilunasi. Prosedur pemberian kredit merupakan cara atau ketentuan 

berlaku dalam proses pemberian kredit. Sistem pemberian kredit yang diterapkan 
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pada pemberian kredit dimaksudkan untuk mempermudah pemberian kredit oleh 

bank kepada calon debitur dan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan dan 

kemacetan dalam pelunasan pinjamannya. 

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak 

jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan 

pertimbangan masing-masing instansi atau perusahaan. 

Prosedur dalam pemberian kredit sebagai berikut : 

 

1) Pengajuan berkas – berkas 

2) Pemeriksaan berkas-berkas 

3) Cek BI Ceking 

4) Survey ke lokasi sekalian wawancara 

5) Penilaian dan analisis 

6) Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya 

7) Realisasi kredit 

8) Proses pencairan dana jika telah disetujui. 

 

2.1.4 Metode Pencatatan Kerugian Piutang 

 
2.1.4.1 Pengertian Piutang Tak Tertagih 

 

Dalam istilah akuntansi, piutang kerap disebut dengan AR. Istilah ini berasal 

dari kata “Account Receiveable”, terjemahan kata piutang dalam bahasa inggris. 

Pengertian piutang sendiri dapat diartikan sebagai suatu jenis transaksi akuntansi 
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yang dimaksudkan untuk membebankan tanggung jawab kepada konsumen. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah hak milik kami yang masih 

berada di tangan orang lain atau pihak lain, baik dalam bentuk tunai maupun 

penjualan yang belum dibayar. 

Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada Anda atau perusahaan 

untuk suatu transaksi bisnis, tetapi hutang ini tidak dapat dibayar kembali oleh 

kreditur meskipun upaya penagihan dilakukan. Penjualan  produk harus 

memungkinkan bisnis menghasilkan keuntungan. Namun keberadaan piutang 

membuat keadaan berbanding terbalik. debitur tersebut sebenarnya terlilit hutang 

karena debitur gagal melunasi pinjamannya. Kredit macet akhirnya menjadi beban 

yang mengurangi keuntungan. 

(Herry, 2014) berpendapat bahwa “ketika piutang diakui, piutang tersebut 

dicatat di neraca sebagai aset lancar. Piutang yang dilaporkan dalam neraca ini harus 

benar-benar menunjukkan jumlah yang dapat ditagih, setelah menghitung jumlah 

piutang tak tertagih. Beban yang timbul dari piutang atau piutang tak tertagih akan 

dicatat dalam pembukuan sebagai beban usaha, dengan menggunakan istilah "akun". 

1. Beban Kredit Macet (Bad Debst Expensse) 

2. Beban Piutang Ragu-ragu (Doubful Accounts Expense) 

3. Beban Piutang Yang Tidak Dapat Ditagih (Uncollectible Accounts Expense). 

2.1.4.2 Klasifikasi Piutang Tak Tertagih 

 

Menurut (Kasmir,2016) terdapat beberapa klasifikasi piutang tak tertagih, yaitu : 
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1. Lancar 

Dikatakan lancar, yaitu ketika membayar pokok, serta bunga, tanpa 

penundaan. Kriteria untuk digolongkan sebagai kredit lancar adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketika melakukan pembayaran angsuran pokok dan juga bunga tepat 

waktu tidak melampaui jatuh tempo. 

b. Mempunyai mutasi rekening aktif 

c. Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan agunan tunai. 

2. Dalam perhatian khusus 

Terdapat beberapa kriteria dalam perhatian khusus, yaitu : 

a. Terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran pokok tetapi  belum 

melampaui batas 90 hari 

b. Mutasi rekening nasabah harus aktif 

c. Tidak sering terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang terlah 

dijanjikan 

d. Di dukung dengan melakukan pinjaman baru. 

3. Kredit kurang lancar 

Kredit dikatakan kurang lancar, yaitu apabila pelunasan pokok dan bunga pinjaman 

tertunda tiga bulan sejak tanggal dijanjikan. Kriteria yang digolongkan sebagai 

kredit kurang lancar adalah : 

a. Terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 
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batas waktu 90 hari 

b. Mutasi rekening nasabah tergolong rendah 

c. Ada pelanggaran  kontrak yang  dijanjikan setelah 90 hari. 

d. Ada indikasi masalah keuangan yang dihadapi klien. 

e. Catatan pinjaman yang buruk. 

4. Kredit yang diragukan 

pinjaman dengan keterlambatan pembayaran pokok dan bunga  enam bulan 

atau lebih dua kali jadwal yang disepakati. Kredit yang diragukan dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang sudah melampaui batas 

waktu 180 hari. 

b. Terjadinya gagal bayar yang melampaui batas waktu 180 hari 

c. Hubungan dan informasi tentang debitur yang kurang akuratdan tidak 

dapat dipercaya 

d. Dokumentasi kredit tidak lengkap 

e. Adanya tambahan bunga 

5. Kredit macet 

Kredit macet terjadi ketika pembayaran pokok dan bunga tertunda satu tahun. 

Diklasifikasikan sebagai kredit macet jika : 
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a. Terjadi penunggakan angsuran pokok yang melebihi batas waktu 270 

hari 

b. Kerugian operasional dengan melakukan pinjaman baru 

4.1.2.3 Metode Umur Piutang 

 

Berdasarkan metode umur piutang pertama kali, piutang usaha akan 

dikelompokkan berdasarkan karakteristik umurnya masing-masing, yaitu adanya 

pengelompokan piutang usaha ke dalam kategori berdasarkan tanggal jatuh tempo 

hutang. 

Tabel 2.1.4 .3 Karakteristik Umur Piutang 
 

Kisaran Umur Piutang Persentase 

Belum jatuh tempo 

Sudah jatuh tempo 1-30 hari Sudah jatuh tempo 31-

60 hari Sudah jatuh tempo 61-90 hari Sudah jatuh 

tempo 91-180 hari 
Sudah jatuh tempo 181-365 hari 

2% 

5% 

10% 

20% 

30% 
50% 

 

Sudah jatuh tempo diatas 365 hari 80% 

Sumber : Hery (2015) 
 

Batas waktu piutang usaha yang telah jatuh tempo adalah “jumlah hari sejak piutang 

jatuh tempo sampai laporan umur piutang diterbitkan. Berdasarkan umur piutang, 

piutang yang sudah jatuh tempo memiliki sedikit kesempatan untuk ditagih.” 

2.1.5 Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) 

 

2.1.5.1 Pengertian Kredit Angsuran Fidusia 

 

Kata fidusia berasal dari bahasa romawi, yaitu fides yang artinya  



32  

 

kepercayaan. fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 

Indonesia. Dalam terminologi Belanda, istilah ini sering disebut juga secara 

keseluruhan, yaitu fiduciare eigindom Overdracht, yaitu kepercayaan untuk 

penyerahan hak milik. 

Kredit angsuran fidusia (kreasi) khusus memberikan pinjaman kepada usaha 

mikro dan kecil dengan menggunakan pinjaman kredit konstruksi atas dasar 

kepercayaan. KREASI sendiri pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 

2003 dengan nama asli Kredit Usaha Menengah (KUM). Kemudian berubah nama 

menjadi Kredit Usaha pegadaian (KUP), dan akhirnya Perum  Pegadaian 

memutuskan untuk menggunakan nama KREASI (Kredit Angsuran Fidusia). 

2.1.5.2 Persyaratan Umum Kredit Angsuran Fidusia 

 

1. Calon debitur memiliki usaha mikro atau kecil yang produktif dan 

mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit. 

2. Identitas calon debitur jelas 

3. Kejelasan usaha calon debitur sah berdasarkan undang-undang Negara 

republik Indonesia. 

4. Usaha yang di jalani sudah lebih dari 1 tahun. 

2.1.5.3 Jangka Waktu Kredit Angsuran Fidusia 

 

Jangka waktu kredit ditetapkan minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun 

dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran tiap bulan. modal atau bunga 
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dibayarkan setiap angsuran dihitung secara flat atau datar. Besarnya tarif sewa modal 

akan diterapkan dengan surat edaran tersendiri. Apabila angsuran dalam 1 tahun 

tersebut berjalan lancar, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan pinjaman 

kredit satu tahun berikutnya, begitu seterusnya. 

2.1.5.4 Syarat Calon Debitur Kredit Angsuran Fidusia 

1. Legalitas usaha 

2. Fotokopi ktp, KK, buku nikah 

3. Tempat usaha yang tidak mengganggu lingkungan masyarakat. 

4. Dapat menyerahkan fotokopi akte pendirian badan usaha. 

5. Dapat menyerahkan copy surat izin usaha. 

6. Menyerahkan fotokopi buku tabungan atau rekening buku bank 3 bulan 

terakhir. 

7. Fotokopi tagihan listrik dan bukti pembayaran PBB. 

8. Menyerahkan fokopi buku keuangan dalam 2 tahun terakhir 

9. Lolos dokumen dan uji kelayakan yang dilakukan pegawai fungsional 

10. Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan kredit angsuran fidusia 

(KREASI). 

2.1.5.5 Landasan Kredit Angsuran Fidusia 

Kredit angsuran fidusia berlandaskan pada UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan 

Fidusia. 
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2.1.5.6 Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Fidusia 

Prosedur pemberian kredit angsuran fidusia berdasarkan modul pedoman operasional 

kredit kreasi ( KUMK 2009), adalah sebagai berikut : 

a. Pengajuan permohonan kredit 

b. Analisa kredit 

 

c. Keputusan atas permohonan kredit 

 

d. Pencairan dana kredit 

 

e. Monitoring 

 

f. Pelunasan kredit 

 

2.2   Hipotesis 

 
Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

“Pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) unit 

pelayanan cabang Perawang belum berjalan secara efektif”. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan 

analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi mengumpulkan, 

menafsirkan, dan menganalisis data dengan membandingkan data teoritis dan 

objektif untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah dalam 

penelitian dan menemukan solusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan pengendalian internal pemberian kredit angsuran Fidusia 

(Kreasi) pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang. 

Selain itu, menganalisis efektivitas dan validitas penerapan sistem 

pengendalian internal itu sendiri. 

3.2 Objek Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan 

Cabang Perawang yang beralamat di JL. Raya km. 5 kota Perawang 28772. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 
Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu upaya 

untuk mencari sistematika catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti. Sumber 
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data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :  

1) Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang di hasilkan atau diperoleh langsung 

dari sumbernya. Dengan melakukan wawancara kepada salah satu staff 

yang berwenang terkait apa saja sistem pengendalian internal. 

2) Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data yang telah diolah langsung oleh 

perusahaan dan diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua pada 

objek penelitian. Biasanya data sekunder berupa bukti, formulir, data 

keuangan produk, catatan, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Wawancara 

 

melakukan wawancara secara langsung yang ditujukan kepada staf-staf 

perusahaan khususnya staf bagian pemberian kredit angsuran fidusia 

dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan untuk 

memperoleh data atau informasi dalam penelitian. 

2) Dokumentasi 

 

Tenik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian seperti, struktur organisasi 
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perusahaan,prosedur pemberian kredit, kredit bermasalah / macet dan 

data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 
Tenik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, 

yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan dengan 

menggambarkan dan menguraikan data serta dokumen yang dikumpulkan 

untuk dianalisis, mengetahui Struktur organisasi dengan jelas memisahkan 

tanggung jawab fungsional, sistem otoritas wewenang dan prosedur 

pendaftaran, serta pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan praktik yang 

sehat dianalisis sehingga mendapat kesimpulan yang sebenarnya mengenai 

pengendalian internal pemberian kredit angsuran fidusia (Kreasi).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah singkat perusahaan 
 

Sejarah pegadaian di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank van 

Leening, sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan pinjaman melalui sistem 

gadai, sejak pemerintahan VOC di Hindia Belanda. Lembaga ini pertama kali 

didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun, pegadaian memegang 

kendali dan beberapa perubahan telah dilakukan karena perubahan peraturan 

pemerintah. 

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian 

sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus 

memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian 

dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor 

Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dikelola oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Pada masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu 

sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP 

No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. 

No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM). Akhirnya pada tanggal 1 April 2012 Pegadaian 

Berubah badan hukumnya dari Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian (Persero) 
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hingga sekarang. 

4.1.2 Kedudukan PT.Pegadaian (Persero) cabang Perawang 

 

PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa 

gadai dan pembiayaan sistem berbasis Fidusia dan merupakan salah satu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Terdapat susunan organisasi serta tugas 

dan fungsi masing-masing divisi yang ada di dalam PT. Pegadaian (Persero) Unit 

Pelayanan Cabang Perawang. 

4.1.3 Tugas dan Fungsi PT. Pegadaian 

 

PT Pegadaian merupakan salah satu mitra pemerintah, sebagaimana 

tertuang dalam SK Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peran pegadaian 

adalah membantu Sekretaris Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Mata Uang 

Dalam Negeri, yaitu: 

1. Membina perekonomian kecil dengan pinjaman berdasarkan hak gadai 

sebagai berikut: 

- Para petani, nelayan, pedagang kecil yang produktif 

 

- Kaum buruh yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif 

 

2. Terlibat dalam pencegahan pinjaman yang tidak adil 

 

3. Selain pinjaman dan kegiatan bisnis lainnya yang sangat bermanfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat. 

4. Kembangkan pola kredit agar benar-benar teratur dan bermanfaat secara 

universal. 
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Tugas pokok PT.Pegadaian (Persero) 

PT.Pegadaian memiliki tugas untuk menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hak 

gadai dan secara obyektif melakukan usaha lain yang berkaitan dengan tujuan 

pegadaian. 

Fungsi PT. Pegadaian 
 

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai dengan cepat, 

mudah,kondusif dan hemat. 

2. Mengatur organisasi, kinerja dan tata laksana gadai 

3. Mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelatihan. 

4. Menciptakan dan membuat usaha-usaha lain yang dapat menguntungkan 

bagi pegadaian dan masyarakat. 

5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi tata kelola 

pegadaian. 

4.1.4 Struktur Organisasi Pemberian Kredit Angsuran Fidusia 

 

1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan cabang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, 

mengatur, dan mengendalikan kegiatan operasional, pengelolaan, dan keuangan 

cabang. Terdapat beberapa tugas Pimpinan Cabang yaitu : 

a. Membuat rencana kerja dan anggaran unit cabang berdasarkan 
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referensi yang diberikan. 

b. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasional 

usaha inti 

c. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasional 

usaha lain 

d. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan barang 

jaminan 

e. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan, mengawasi lelang barang 

jaminan 

f. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan pemasaran 

dan pelayanan konsumen 

g. Merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan pengelolaan 

modal kerja 

h. Membuat pelatihan serta memberikan bimbingan kepada pegawai. 

2. Kepala Unit Bisnis Mikro (Ka.Ubm) 

 

Mengawasi operasi seperti perkiraan jaminan, pinjaman, hak gadai, dan 

manajemen gudang barang jaminan, dan bertindak sebagai wakil manajer 

cabang jika manajer cabang berhalangan hadir agar dapat menjalankan 

bisnis dengan lancar, efektif, dan efisien. 

1) Kepala Cabang Bisnis Mikro (Ka.Cbm) 

 

Fungsi dari Ka.Ubm yaitu melakukan penilaian barang jaminan 
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untuk menentukan kualitas dan nilai harta, menentukan jumlah 

pinjaman atau perkiraan produk atau barang jaminan, menetapkan 

penilaian harta tanpa jaminan atas dasar opsi pelelangan dan 

menjaga aset sebagai jaminan agar tetap aman saat digunakan. 

2) Badan Pembantu Operasional (BPO Mikro) 

 

BPO terbagi menjadi 2 yaitu, BPO Ro yang bertugas sebagai 

pencari nasabah serta mencari berkas calon nasabah. Sedangkan 

BPO Mikro bertugas sebagai mengimput data nasabah dan 

melakukan survey awal. 

3) Kasir 

 

Kasir memiliki fungsi yang besar pada saat transaksi karena kasir 

bertugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan 

dan syarat yang berlaku untuk kelancaran operasional kantor 

cabang. 
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Struktur Organisasi Tim Pemberi Kredit 

PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Perawang 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Visi misi PT. Pegadaian 

A. Visi PT.Pegadaian (Persero) 

Visi dari PT.Pegadaian (Persero) ialah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis 

gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia dan selalu 

menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 

B. Misi PT. Pegadaian (Persero) 

1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, a,an dan selalu 

Kepala Cabang 

Bisnis Mikro 

(Ka. CBM) 

PIMPINAN CABANG 

BPO Mikro Kasir Badan Pembantu 

Operasional (BPO.Ro) 

Kepala Unit Bisnis Mikro 

(Ka. UBM) 
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memberikan pembinaan terhadap usaha menengah kebawah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam 

mempersiapkan diri dari pemain regional dan tetap menjadi pilihan 

utama masyarakat. 

3) Membantu pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat golongan 

menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan. 

4.1.6 Aspek Kegiatan Perusahaan 

 

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 

bidang usaha dan penyaluran kredit berdasarkan Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaangadai 

berupa barang bergerak. Pegadaian memberikan dukungan kepada masyarakat 

dalam bentuk pinjaman secara cepat dan mudah sesuai dengan syarat dan 

kesepakatan yang berlaku yang disepakati kedua belah pihak. Dalam analisis 

pemberian kredit angsuran fidusia (Kreasi) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku 

yang akan dapat menurunkan angka kredit macet sehingga PT. Pegadaian (Persero) 

dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

4.1.7 Prosedur Pemberian Kredit 

 

Prosedur pemberian kredit merupakan faktor yang penting dalam 
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menentukan tinggi rendahnya kredit macet yang tak tertagih pada perusahaan. Oleh 

karena itu, sebelum memberikan kredit kepada seorang debitur, perlu memahami 

langkah- langkah untuk mendapatkan kredit. Pemahaman proses peminjaman 

dilakukan untuk menilai dan menentukan sejauh mana kegiatan proses yang ada, 

dilakukan agar tidak terjadi kesalahan peminjaman yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. 

Kredit angsuran fidusia (Kreasi) merupakan salah satu program kredit yang 

diberikan PT. Pegadaian (Persero) dengan tujuan membantu masyarakat dan dalam 

membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai 

kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah. Kredit yang di berikan 

mulai dari Rp. 10.000.000- Rp200.000.000 dengan penggunaan sewa modal 

maksimum 0,9% perbulan dengan jangka waktu kredit 12,18,24 dan 36 bulan. 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai berikut :  

a. Memiliki usaha yang jelas dan telah berjalan minimal 1 tahun. 

b. Memiliki foto kopi KTP dan Kartu Keluarga 

c. Menyerahkan dan mengisi dokumen yang sah 

d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB yang 

asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian. 

1. Tahap pengajuan permohonan kredit 

 Tahap permohonan kredit berupa tahap yang mencakup permohonan suatu 
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fasilitas kredit. calon nasabah terlebih dahulu mempersiapkan berkas-berkas 

permohonan kredit, kemudian melakukan pencatatan suatu permohonan kredit dan 

memeriksa kembali kelengkapan berkas- berkas permohonan kredit yang telah 

dipersiapkan lalu mengisi formulir yang telah di siapkan oleh PT. Pegadaian 

(Persero) UPC Perawang. 

PT. Pegadaian pada tahap pengajuan permohonan kredit, calon debitur 

terlebih dahulu diberikan berupa formulir permohonan pinjaman kredit kreasi, yang 

dimana formulir tersebut harus diisi oleh calon debitur kemudian ditanda tangani 

calon debitur tersebut sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

2. Prosedur layanan kredit 

 
Prosedur pelayanan kredit adalah mekanisme pemberian pelayanan kredit 

yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang Perawang kepada  

masyarakat setempat tentang persyaratan untuk mengajukan pinjaman. 

Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit 

angsuran fidusia (Kreasi) pada PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang 

Perawang sebagai berikut : 

a. Calon nasabah mendatangi outlet pegadaian. 

b. Petugas keamanan harus memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh 

calon nasabah. 

c. Jika persyaratan sesuai dengan ketentuan maka akan diberikan form 
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permohonan kredit kepada calon nasabah. 

d. Berkas nasabah yang telah lengkap maka dilakukan pengimputan dan 

pengecekan data oleh bagian Badan Penolong Operasional (BPO Mikro). 

e. Setelah dilakukan pengecekan maka data tersebut akan diberikan kepada 

analisis kredit untuk di lakukan survey awal oleh pihak Analis Kepala Unit 

Bisnis Mikro (Ka Ubm). 

f. Apabila hasil dari pihak analis sesuai maka hasil survey akan di aproval oleh 

Kepala Cabang Bisnis Mikro (Ka CBm) dilakukan pengecekan barang 

jaminan. 

g. Jika semuanya telah dilakukan dan lolos pengecekan, berkas akan diberikan 

kepada tim pemutus apakah layak calon nasabah tersebut diberikan kredit. 

h. Apabila telah sesuai ketentuan nasabah akan diberikan surat perjanjian untuk 

diisi dan di tandatangani. 

i. Setelah aproval oleh Kepala Cabang Bisnis Mikro (Ka CBm) lalu di approval 

kembali oleh pimpinan cabang. 

j. Terakhir kasir akan memproses pencairan dana pinjaman. 

3. Analisis kredit 

 

Analisis kredit perlu dilakukan untuk investigasi meliputi wawancara calon 

debitur, pengumpulan data yang terkait dengan aplikasi pinjaman, verifikasi dan 
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investigasi fakta kepemilikan usaha, dan jika perlu, membuat laporan hasil 

verifikasi. 

4. Dasar penetapan besarnya kredit 

 Dasar penetapan besarnya kredit sangat perlu dilakukan karena pada tahap ini 

kredit angsuran fidusia (Kreasi) di pegadaian memiliki resiko yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kredit gadai. Dalam penetapan besarnya kredit ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan : 

a. Analisis kelayakan usaha, maksudnya kredit pegadaian Kreasi hanya 

memproses pengajuan kredit kepada nasabah yang memiliki usaha mikro 

kecil “lolos uji usaha” dan tidak diragukan kemampuannya dalam 

membayar kembali kewajibannya. Maka perlu dilakukan peninjauan usaha 

nasabah secara teliti sesuai dengan pedoman Buku Besar Dasar-Dasar 

Analisis Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. 

b. Dari analisis kredit tersebut akan ditarik kesimpulan apakah calon nasabah 

tersebut layak untuk mendapatkan kredit. Selain itu, akan diperoleh hasil 

perhitungan jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman kepada nasabah dihitung 

dari perkiraan pendapatan bersih (repayment capacity) setiap bulan. 

Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pendapatan atau 

laba bersih dengan jumlah hutang bulanan, yaitu minimal 1,6 kali 

pembayaran bulanan kredit. 

c. Besarnya perhitungan arus kas masuk tadi harus disesuaikan dengan nilai 
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taksiran barang jaminan atau agunan yang akan diserahkan. 

5. Dasar Kuasa Pemutus Kredit 

 pada tahap dasar kuasa pemutus kredit, setiap tindakan berdasarkan 

kewenangannya memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan berupa penolakan, 

persetujuan dan atau rekomendasi permohonan kredit kepada pejabat senior. Pada 

PT.Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang Perawang telah menerbitkan 

keputusan kredit sebelumnya, Pemimpin Cabang wajib mengkaji dan memastikan 

bahwa dokumen dan catatan terkait dengan pemberian keputusan kredit tersebut 

masih berlaku, lengkap dan sah serta mengikat secara hukum. 

Pimpinan cabang bertanggung jawab pada fungsi admin kredit dan fungsi 

monitoring. Mekanisme kerja kuasa pemutus persetujuan dalam melakukan 

persetujuan kredit berdasarkan pada : 

1) Tahapan penilaian kebenaran detail data calon nasabah, verifikasi internal, 

survey kunjungan nasabah, penilaian jaminan dan hasil scoring dilakukan 

dengan analisa kredit pada sistem aplikasi dengan file yang ada (hardcopy 

atau berkas digital). 

2) Analisis berdasarkan keadaan fisik profil calon nasabah (dokumentasi foto) 

dan re-payment capacity calon nasabah. 

3) Kewenangan kuasa pemutus kredit untuk memberikan kredit pada calon 

debitur ialah Pimpinan cabang . 

6. Prosedur pembayaran angsuran 

 Prosedur pembayaran angsuran kredit merupakan mekanisme yang mengatur 
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bagaimana prosedur pembayaran angsuran kredit dan kebijakan-kebijakan perusahaan 

PT.Pegadaian (Persero) . 

a. Nasabah membawa dokumen identitas, kartu angsuran serta sejumlah uang 

yang akan dibayar ke kasir. 

b. Kasir memeriksa identitas dan kartu angsuran dan kemudian diinput nomor 

rekening konsumen. 

c. Jika tidak terdapat tunggakan maka dilakukan proses angsuran kredit. 

d. Setelah itu kasir mencetak bukti pembayaran angsuran kredit 

e. Nasabah menerima kembali kartu identitas serta struk bukti pembayaran 

angsuran kredit. 

7. Prosedur pelunasan kredit angsuran fidusia (Kreasi) 

 Pelunasan kredit angsuran fidusia (Kreasi) pada PT.Pegadaian (Persero) unit 

pelayanan cabang Perawang memiliki prosedur atau ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada proses pelunasan, nasabah meyerahkan kartu angsuran dan identitas 

nasabah. 

b. Kasir melakukan proses input pelunasan ke dalam sistem berdasarkan data 

kartu angsuran. Sistem akan melakukan perhitungan secara otomatis untuk 

mendapatkan nominal yang harus dibayarkan oleh nasabah. 

c. Setelah dibayar sistem akan mencetak struk pelunasan. 

d. Struk pelunasan tersebut diberikan ke analisis kredit untuk diambilkan 

barang jaminannya. 
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e. Terakhir pihak perusahaan memberikan bukti pelunasan, kartu identitas 

serta barang jaminan kepada nasabah tersebut. 

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Pengendalian internal pemberian kredit merupakan faktor yang akan 

menentukan tingkat kredit macet atau bad debt suatu perusahaan. kredit harus 

diberikan sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan. Pengendalian internal 

pemberian kredit adalah sarana untuk memandu pemantauan dan pengukuran sumber 

daya organisasi, memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi 

penggelapan dana, dan melindungi sumber daya organisasi, baik berwujud maupun 

tidak berwujud. 

 Tujuan dari sistem pengendalian internal pemberian kredit angsuran 

fidusia (Kreasi) di PT.Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang Perawang 

telah tercapai berdasarkan standar kredit yang ketat seperti struktur organisasi yang 

secara jelas mendefinisikan tanggung jawab, fungsi, dan hak, praktik yang sehat dan 

karyawan yang direkrut untuk menghindari kemungkinan penyimpangan yang dapat 

menyebabkan kredit bermasalah. 

Berikut penjelasan hasil analisis pengendalian internal atas pemberian 

kredit angsuran fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang 

Perawang adalah sebagai berikut : 
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4.2.1 Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

 Setiap organisasi terdapat struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab fungsional secara tegas. Pemisahan tugas dan tanggung jawab ini bertujuan 

untuk terciptanya pengecekan secara silang, agar setiap pekerjaan yang 

melibatkan anggota agar menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan 

fungsinya masing-masing.Untuk mencegah terjadinya penyelewengan   dan   

penyalahgunaan   dari   tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-

masing karyawan. 

Dalam merancang suatu organisasi mengenai sistem pemberian kredit angsuran 

fidusia, unsur-unsur pengendalian internal akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Fungsi bagian kredit harus terpisah dengan bagian umum dan akuntansi 

serta fungsi pelayanan nasabah. 

2) Fungsi bagian unit umum dan akuntansi harus terpisah dengan fungsi 

pelayanan nasabah. 

3) Fungsi bagian unit umum dan akuntansi harus terpisah dengan fungsi ahli 

tafsir 

4) Fungsi bagian unit umum dan akuntansi harus terpisah dengan fungsi 

bagian kredit 

5) Transaksi harus dilaksanakan lebih dari satu orang atau lebih dari satu 

fungsi. 
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Struktur organisasi pada PT.Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang 

perawang menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang secara jelas dan 

berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan. Akan tetapi masih terdapat rangkap jabatan yang mana fungsi penaksir 

merangkap sebagai fungsi administrasi. Penaksir bertugas sebagai menentukan 

jumlah pinjaman sesuai dengan barang jaminan dan fungsi dari administrasi yakni 

mengecek serta mengimput data nasabah. 

Rangkap jabatan mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan. Jika 

penaksir melakukan perangkapan tugas akan membuka kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pencatatan yang berpotensi pada korupsi serta terdapat kekeliruan 

dalam proses pemberian kredit. Setiap bagian atau struktur yang tedapat pada 

sebuah perusahaan sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing masing, 

jika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka pengendalian 

internal pada pegadaian dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prosedur 

yang ada. 

4.2.2 Sistem otoritas dan prosedur pencatatan 

 Setiap transaksi terjadi hanya atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki 

wewenang dalam menyetujui penyelesaian transaksi. Penetapan sistem otoritas dan 

prosedur yang terdokumentasi dengan baik yang merupakan unsur-unsur sistem 

pengendalian internal pemberian kredit akan sangat menguntungkan perusahaan, 

karena sistem otoritas sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan, aset 
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organisasi akan tetap terjaga dengan aman. 

1) Pertama, penerimaan berkas atau data-data dari debitur diotorisasi oleh tim 

BPO (Badan Penolong Operasional). Artinya, prosedur pengambilan data 

kredit dari calon debitur atau pemohon dan mengelola data tersebut atas 

otorisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pihak atau tim 

BPO. 

2) Kemudian data identitas akan diotorisasi oleh tim analisis kredit yakni 

kepala unit bisnis mikro (Ka.UBM). artinya pengambilan data serta survey 

awal calon debitur dilakukan dan di otorisasi oleh pihak yang berwenang 

dalam hal ini tim analisis kredit (Ka.Ubm). 

3) Apabila hasil dari pihak analis sesuai, maka hasil survey akan dilakukan 

pengecekan barang jaminan oleh Kepala Cabang Bisnis Mikro (Ka CBm). 

Jika semuanya telah dilakukan dan lolos pengecekan, berkas akan diberikan 

kepada tim pemutus apakah layak calon nasabah tersebut diberikan kredit. 

4) Setelah aproval oleh Kepala Cabang Bisnis Mikro (Ka CBm) lalu di 

approval kembali oleh pimpinan cabang. Artinya apabila telah sesuai 

ketentuan nasabah akan diberikan surat perjanjian untuk diisi dan di 

tandatangani dan di otorisasi oleh pihak yang berwenang yaiutu Pimpinan 

Cabang. 

Pada PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang Perawang mempunyai 

wewenang untuk menolak atau menerima pengajuan kredit apabila berkas yang di 
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ajukan tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi pada prosedur pemberian kredit, 

pengisian yang dilakukan dalam dokumen pengajuan kredit belum berjalan dengan 

baik. Pengisian formulir tidak diisi secara lengkap sesuai dengan prosedur yang 

berlaku untuk melihat keabsahan data. Hal ini sering terjadi saat proses pengajuan 

pemberian kredit kepada nasabah. 

4.2.3 Praktik yang sehat 

 

Praktik yang sehat yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melakukan 

pembagian tanggung jawab secara fungsional, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

1) penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggung jawabkan oleh orang yang berwenang.  

2) melakukan pemeriksaan secara dadakan 3 kali dalam setahun. 

3) perputaran jabatan 

Rotasi jabatan atau perputaran jabatan biasanya rutin dilakukan dalam 

sekali setahun dan paling lama dua tahun sekali. 

4) Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dan orang atau unit 

organisasi lain 

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

Perusahaan memberikan cuti setiap tahunnya yaitu 12 hari kerja, dimana 

karyawan boleh mengambil cuti 12 hari sekaligus ataupun dicicil. 
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6) Serta secara periodik diadakan pengecekan fisik kekayaan dengan 

catatannya. 

Praktek yang sehat pada PT. Pegadaian (Persero) unit pelayanan cabang 

Perawang belum berjalan dengan cukup baik. Sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang ditetapkan bertujuan untuk mendorong praktik 

yang sehat. Pinjaman perlu penyelidikan lebih lanjut lagi agar tidak terjadi 

kesalahan dikemudian hari. Akan tetapi didalam transaksi terdapat kelalaian seperti 

tidak menggunakan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dapat mengakibatkan 

prosedur pencatatan pemberian kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

4.2.4 Karyawan yang berkompeten dan bertanggung jawab 

 

Table Stuktur Organisasi Pemberian Kredit PT.Pegadaian 

(Persero) UPC Perawang 

 

Stuktur Organisasi Pelatihan Masa kerja 

Pimpinan Cabang 

(Donni Rinaldi S.E) 

Suspimdya 

(Kursus Pemimpin Muda 

dan Madya) 

 

21 tahun 

Ka.Cbm 
(Febrylianty, S.T) 

Diklat Penaksir muda dan 
Madya 

13 tahun 

Ka. Ubm 
(R.Elfan S.T) 

Diklat Analisis 8 tahun 

BPO Mikro 
(M.Firdaus S.T) 

Seminar Analisa dan 

Survey 

1,5 tahun 

BPO Ro 
(Yusroni Miroza S.Pd) 

Mengikuti Seminar 
Pemasaran 

8 tahun 

Kasir 
(Rido S.T) 

Diklat Kasir 1,5 tahun 

      Sumber : PT. Pegadaian(Persero) UPC Perawang. 
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PT.Pegadaian (Persero) UPC Perawang memiliki struktur organisasi 

berdasarkan tingkatannya masing-masing. Setiap tingkatan melalui proses atau 

tahapan yang harus diikuti karyawan, seperti training untuk pegawai baru, diklat 

analisis untuk menjadi Ka.Ubm, diklat penaksir muda dan madya untuk menjadi 

kepala cabang bisnis mikro (Ka.Cbm) dan pelatihan lainnya. Perusahaan juga 

melakukan evaluasi tiap divisi tiga kali dalam setahun. Untuk melihat progress 

serta kinerja karyawan terhadap perusahaan. 

Kualifikasi pendidikan dari berbagai jurusan dapat menjadi karyawan di 

PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang. Pada PT.Pegadaian setiap Karyawan 

sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diberikan perusahaan guna 

meningkatkan tanggung jawab serta kompenten dalam perusahaan. Lama masa 

bekerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan untuk promosi kenaikan jabatan. Serta karyawan yang jujur dan 

berkompeten dalam bidang tanggung jawabnya dapat bekerja secara efektif dan 

efisien, bahkan dengan sedikit elemen pengendalian internal yang mendukungnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka ditarik 

kesimpulan perhadap penelitian yang penulis lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) 

UPC Perawang sebagai berikut : 

1. Prosedur pemberian kredit angsuran fidusia (Kreasi) pada PT. Pegadaian 

(Persero) UPC Perawang melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan kredit, 

prosedur layanan kredit, analisis kredit, dasar penetapan besarnya kredit, dasar 

kuasa pemutus kredit, prosedur pembayaran angsuran kredit, dan prosedur 

pelunasan kredit, yang mana pada masing-masing tahap terdapat langkah- 

langkah yang harus dilakukan. 

2. Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang struktur organisasi yang 

memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsional secara tegas sudah berjalan 

dengan cukup baik. Yang mana masing- masing divisi sudah memiliki tugas 

dan tanggung jawabnya. Akan tetapi masih terdapat rangkap jabatan yang 

mana fungsi penaksir bisa merangkap sebagai fungsi administrasi atau 

costumer service yang melayani nasabah. 

3. Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang prosedur pencatatan dan 

dokumen belum memadai. 
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4. Praktik yang sehat dalam PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang belum 

berjalan dengan baik. 

5. Kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami 

peningkatan. 

6. Dalam penyelesain pembiayaan bermasalah pihak PT.Pegadaian (Persero) 

UPC Perawang memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah yang 

mengalami tunggakan, jika nasabah tersebut juga belum membayar hingga 

angsuran berikutnya maka pihak pegadaian memberikan surat somasi 3x 

secara berturut-turut dan tindakan terakhir yang dilakukan pihak pegadaian 

kepada nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran ialah melakukan 

penarikan barang jaminan dan pelelangan terhadap agunan. 

7. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT.Pegadaian 

(Persero) UPC Perawang maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal atas pemberian kredit pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Perawang 

belum berjalan dengan efektif. 

5.2   Saran 

1. Adanya pemisahan tanggung jawab fungsional yang tegas mutlak diperlukan 

bagi perusahaan, karena akan sangat membantu perusahaan. Memisahkan 

fungsi estimasi dan administrasi akan membuat data perusahaan dapat 

diandalkan dan aset organisasi terlindungi. 
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2. Sebaiknya pegadaian lebih lengkap dan teliti dalam mengumpulkan data-data 

nasabah agar memperoleh informasi lebih banyak mengenai calon nasabah 

dan usaha yang dijalaninya. 

3. Pihak perusahaan harus menggunakan formulir nomor urut tercetak agar 

memudahkan perusahaan dalam melakukan pengendalian. 

4. Kurangnya aktivitas pengendalian internal kredit akan mengakibatkan 

masalah pada pengembalian dana kredit, disarankan agar aktivitas 

pengendalian internal perlu ditingkatkan lagi agar kredit berjalan dengan 

lancar. 

5. Memberikan peraturan dan pengawasan yang lebih ketat dan keras lagi 

terhadap karyawan, karena dapat mengurangi praktik kolusi didalam 

pemberian KREASI. Jika terdapat pelanggaran, maka harus dilakukan sanksi 

dan hukuman yang tegas. 
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